
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 4 TAHUN2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAI!  BELANJA DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2OO5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :  a .

BIJPATI KARANGANYAR.

bahwa sesuai  dengan arah dan kebi jakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi  dan Pr ior i tas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, te lah" disepakat i  .
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwaki lan
Rakyat Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggarar r  2005;

ba l iwa Anggarar r  Pendapatan  dar r  Be lan ja  Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2005 per lu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor  13  Tahun 1950 ten tang Penrbentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam l ingkurrgan Provinsi  Jawa Tengah;

Und.ang-Undang Nomor  12  Tahun 1985 ten tang Pa jak  Bumi  dan
Bangunan (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

'

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor
3569);

l . Jndang-Undang Nomor  1B Tahun 1997 ten tang Pa jak  Daerah dan
Retr ibusi  Daerah (Lembaran l ' , legara Republ ik Indonesia T3fun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran l r legara Republ ik Indonesia
Nomor  3685)  sebaga imana te lah  d iubah dengan Undang-undang
Nomor  34  Tahun 2000 (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lndones ia  Nomor  4048) ;

Undang-Undar rg  Nomor  21  Tahun 1997 ten tang Bea Pero lehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran l tJegara Republ ik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia  Nomor  3685) ;
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5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambihhn Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran lr legara Republ ik
Indonesia Nomor 3952) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'286);

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia. Nomor 4355);

9. Undi lng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. (Tambahan Lembaran Negara
Republ ik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor,4389) ;

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer in tahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor
4437)"

1 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 04 
-f  

ahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Nomor 4165) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangj Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2.02 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia. Nomor 4022);

l4.Peraturan Pemerintah Nornor 107 Tahun 2000 tentang ein;Jman
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4024);

' l5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 
' falrr-rn 

2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Waki l  Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2'10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)',
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara  Repub l ik  Indc . lnes ia  Tahun 2001 Nomor  118,
t "T31n1n Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor
1 '19 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor
a139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pennraki lan
Rakyat Daerah (  Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004
Nomor  90) ;

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tenta4g Pedoman Penyusunan 

'Tata 
Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4a17) ;

Keputusan Presiden Republ ik Indonesia Nlomor B0 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengadaan Barang /  Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara republ ik Indonesia Nomor 4330, Sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Republ ik Indonesia Nomor
61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republ ik lndonesia 

- lahun 
2004

Nomor  77) ;

Keputusarr  Menter i  Dalam Negeri  Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedornan Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuarrgan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan. Tata Usaha
keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi tungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2004
tentang Rencana Strategis Daeiah (RENSTRADA) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2004 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Peruuaki lan Rakyat Daerah Kabupaten
l(aranganyar;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahur.r  l jOS
tentang Anggaran Pendapatan darr  Belarr ja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2005 Nomor 2 ) .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

Dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2OO5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2005 sebagai  ber ikut  :  .

a, Pendapatan
1)  Semula
2) .  Bertambah/(berkurang)

b. Belanja
1)  Semula
2) Bertambah/(berkurang)

c.  Pembiayaan

1)  Pener imaan
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pener imaan setelah
Perubahan

'  
Rp 368.556.523.200,00
Rp 2.392.536.800,00

Rp 378.484.730.133,00
Rp 48.610.705.569,00

28.339.960.933,0! '
35.870.322.346,00

Rp 64.210.283.279,04

Jumlah Pendapatan sete lah Perubahan Rp 370.949.060.000,00

Ju1n lahBe lan jase te lahPerubahan Rp 427.095.435.702,00

Surplus/(Defisit) (  Rp 56 . '146.375.702,00  )

Rp
Rp
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2) Pengeluaran
a) Semula Rp 18.111.754.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp (10.347.846.423,00)

Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp 8.063.907.577,00

Jumlah Pembiayaan setelah
Perubahan Rp 56. 146.375.702,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tersebut dalarn
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :.

a. Lampiran I  :  Ringkasan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan ;

b. Lampiran l l  :  Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan ;

c. Lampiran l l l  :  Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan Menurut
Bidang Penrerintahan dan Unit  Organisasi
Perangkat Daerah;

d. Lampiran lV :  Daftar Piutang Daerah;
e. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan Modal )  Daerah;
f .  Lampiran Vl :  Daftar Dana Cadangan;
g. Lampiran Vl l  :  Daftar Utang dan Pinjaman Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakarr
bagian yang t idak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini .  {

Pasa l  4

Sebagai landasan operasional  petaksanaan, Bupat i  menetaj t  an
Keputusan tentang Penjabararr  Anggaran Pendapatan dan Belanja

'  Daerah Perubahan .

Pasa l  5

Peraturan Daerah in i  mulai  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
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Agar setiap orang
Peraturan Daerah
Daerah.

'  . t  . .  I

Dlundang\an

.mengetahuinya, memerintahkan p€'ngundangan
ini. d'engan penempatannya dalanr 

-Lernbalan.

Ditetapkarr di Karanganyar
pada tanggal 29 iJcpicrdber. !1005

INGSIH,  S.Pd. ,  M.Hum.Hj. Rr

D.ASRAH HADUPATEN
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